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ABSTRACT 

This study analyzes how the certification process of redistributed communal land 

functions as a means to fulfill land rights for former members of the Free Aceh Movement 

(GAM) in Aceh Besar Regency. The background of this research focuses on agrarian issues 

in post-conflict Aceh, where the recognition and protection of land rights play a crucial 

role in supporting the socio-economic reintegration of former combatants. Communal land 

certificates serve as legal instruments to provide legal certainty over collectively managed 

land and form part of the agrarian reform efforts and the implementation of the 2005 

Helsinki Peace Agreement. 

The research methodology adopts a qualitative approach using document study 

and in-depth interview methods. The study was conducted in Jalin Village, Jantho 

Subdistrict, Aceh Besar Regency, with key informants from the Aceh Besar Land Office. 

The objectives of the study are to identify the beneficiaries of communal land redistribution, 

analyze the factors influencing the application for land certificates, and evaluate 

government policies related to the implementation of communal land certification for 

former GAM members. 

The findings of the study indicate that the communal land certification process is 

influenced by regulatory frameworks, inter-agency coordination, local community 

participation, and existing socio-political factors. The government, through the Aceh 

Reintegration Agency (BRA) and the Land Office, has played an important role in land 

redistribution, although challenges remain, such as overlapping regulations, limited 

beneficiary data, and the risk of agrarian conflict. This study recommends the need for 

strengthening specific regulations, enhancing institutional capacity, and involving 

communities in the certification process to ensure justice and sustainability in the 

communal land redistribution program. 

Keywords: communal land, land redistribution, certification, former GAM members, Aceh 

Besar, agrarian reform, social reintegration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh telah meninggalkan 

dampak yang mendalam pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu 

isu krusial yang muncul pasca konflik adalah masalah kepemilikan tanah, terutama 

terkait dengan hak-hak atas tanah komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. 

Dalam konteks ini, pengajuan sertipikat tanah komunal menjadi sebuah upaya 

penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kolektif, 

sekaligus sebagai sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan kelompok 

marginal. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah 

Indonesia selama beberapa dekade telah meninggalkan dampak yang mendalam 

pada Masyarakat Aceh. Setelah Perjanjian Damai Helsinki pada 2005, Aceh 

memasuki era rekonsiliasi dan rekonstruksi. Salah satu aspek penting dalam proses 

ini adalah penyelesaian masalah tanah dan hak atas properti melalui sertipikat tanah 

komunal (Adha, 2023). 

Berdasarkan hak menguasai negara maka disusunlah Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA). Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang 

salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak- 

hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Secara tegas telah diatur dalam Pasal 

19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Puji, 

2014). Permasalahan terkait regulasi menjadi salah satu faktor signifikan yang 

menghambat pelaksanaan program pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat yang 

terlibat maupun yang terdampak langsung oleh konflik 



7  

di Kabupaten Aceh Besar. Tumpang tindih, serta ketidaksesuaian regulasi yang ada 

dengan kebutuhan serta kondisi lapangan menyebabkan proses penyelesaian hak 

atas tanah menjadi kompleks dan seringkali tidak tepat sasaran. Hal ini 

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berhak atas tanah 

tersebut, serta memperburuk situasi mereka, baik yang secara langsung terlibat 

dalam konflik maupun yang hanya terdampak oleh dampak sosial dan ekonomi yang 

ditimbulkan oleh konflik tersebut (Tarfi, 2024). 

Adapun di tahun 2005 terjadi perjanjian Damai Helsinki dimana salah satu 

butir menyebutkan bahwa Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan 

upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna 

memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut 

mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan 

politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. 

Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan 

perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah 

Aceh (Setyadi, 2019). Memasuki era rekonsiliasi dan rekonstruksi, salah satu aspek 

penting dalam proses ini adalah penyelesaian masalah tanah dan hak atas properti 

melalui sertipikat tanah komunal. 

Pasal 1 angka 1 Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 menyatakan 

bahwa hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum 

adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang 

berada dalam kawasan tertentu, Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 mengatur 

tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan 

masyarakat yang berbeda dalam kawasan tertentu. Sertipikat tanah komunal 

merupakan instrumen penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat 

lokal atas tanah dan sumber daya alam. Namun, proses pengajuan sertipikat tanah 

komunal di Aceh dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti: 

1. Konflik tanah dan sumber daya alam. 

2. Keterlibatan anggota GAM dalam proses pengajuan. 

3. Peran pemerintah lokal dan pusat. 

4. Dinamika sosial dan politik Masyarakat Aceh. 
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Keterlibatan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) termasuk di 

Kabupaten Aceh Besar, dalam proses pengajuan sertipikat tanah komunal menjadi 

sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti. Sebagai kelompok yang memiliki 

sejarah panjang dalam perjuangan mempertahankan hak-hak Masyarakat Aceh, 

mantan anggota GAM memiliki kepentingan yang besar terhadap persoalan tanah. 

Namun, proses reintegrasi sosial yang mereka alami seringkali dihadapkan pada 

berbagai tantangan, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya alam seperti 

tanah, Walaupun telah diterbitkan peraturan daerah yaitu Undang-Undang (UU) 

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 

Di Aceh terdapat dua daerah yang diketahui oleh peneliti yaitu Aceh Besar 

dan Aceh Jaya, di Aceh Besar dibagikan kepada 315 nama dalam satu sertipikat 

seluas 630,30 hektare, informasi spesifik mengenai jumlah atau lokasi pasti 

sertipikat tanah komunal yang diberikan kepada mantan anggota Gerakan Aceh 

Merdeka (GAM) di Kabupaten Aceh Jaya belum tersedia secara publik. Namun, 

secara umum, program pemberian sertipikat tanah komunal kepada mantan anggota 

GAM di Aceh telah dilaksanakan di berbagai Kabupaten, termasuk juga di 

Kabupaten Aceh Jaya. Pada Agustus 2024, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) 

menyerahkan 100 sertipikat tanah kepada mantan anggota di Aceh Jaya, masing- 

masing seluas 2 hektare, maka dari itu peneliti lebih memilih lokasi penelitian di 

Aceh Besar karena sudah memeliki keterangan jelas dan tervalidasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam apa yang terjadi 

dalam proses pengajuan sertipikat tanah komunal di Aceh, khususnya yang 

melibatkan mantan anggota GAM. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengkaji 

bagaimana interaksi antara mantan anggota GAM, Pemerintah, dan Masyarakat adat 

dalam upaya memperoleh pengakuan atas hak-hak mereka terhadap tanah. Selain 

itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan proses pengajuan sertipikat tanah komunal, serta 

implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang pensertipikatan tanah komunal pasca 

konflik di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kebijakan yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah, 
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memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta mendukung proses 

perdamaian dan rekonsiliasi di Aceh, Khusus nya di Kabupaten Aceh Besar. 

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting 

bagi para akademisi, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, serta 

khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Besar secara umum dalam upaya 

membangun masyarakat Aceh yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Adapun isu 

yang ada yaitu belum adanya pengaturan hukum yang khusus mengenai legalisasi 

aset dan akses reformnya bagi Anggota GAM yang optimal. Berdasarkan isu tersebut, 

maka judul penelitian adalah Pensertipikatan Tanah Komunal Hasil 

Redistribusi Sebagai Solusi Pemenuhan Hak Atas Tanah Bagi Bekas Anggota 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ”Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan ini mengarahkan penelitian pada pemahaman proses interaksi 

sosial, konflik, dan kerjasama antara Masyarakat Aceh dan anggota GAM dan fokus 

pada identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses 

pengajuan sertipikat tanah komunal. 

1. Siapa saja yang berhak menerima objek redistribusi tanah komunal bagi 

mantan anggota GAM Kabupaten Aceh Besar ? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengajuan sertipikat tanah 

komunal pada Masyarakat Aceh dengan latar belakang anggota GAM 

Kabupaten Aceh Besar? 

3. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap proses pengajuan sertipikat tanah 

komunal di kalangan anggota GAM Kabupaten Aceh Besar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dicapai dalam suatu kegiatan ilmiah. Dengan demikian, 

tujuan penelitian berfungsi untuk memfokuskan dan mengarahkan upaya penelitian 

agar sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan atau fenomena yang ingin 

dipahami. 

a. Mengkaji penerima redistribusi tanah komunal bagi GAM Kabupaten Aceh 

Besar 
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b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengajuan sertipikat 

tanah komunal di Masyarakat Aceh dengan latar belakang anggota GAM 

Kabupaten Aceh Besar 

c. Mendefinisikan kebijakan pemerintah terhadap proses pengajuan sertipikat 

tanah komunal di kalangan anggota GAM Kabupaten Aceh Besar. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

a. Penyelesaian Sengketa Tanah: 

Salah satu masalah utama yang dihadapi Masyarakat Aceh pasca 

konflik adalah sengketa tanah. Penelitian ini dapat membantu 

mengidentifikasi akar permasalahan sengketa tanah yang melibatkan 

mantan anggota GAM, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan 

adil. 

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: 

Kepemilikan sertipikat tanah komunal dapat meningkatkan nilai 

ekonomi tanah yang dimiliki masyarakat. Hal ini dapat membuka 

peluang untuk pengembangan usaha, meningkatkan pendapatan, dan 

pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Pembangunan Berkelanjutan: 

Penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah dan 

pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program 

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Memahami kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat, program pembangunan dapat lebih tepat 

sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar. 

2. Kegunaan Akademis 

Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini akan memperluas 

wawasan terkait studi sertipikat nasional, khususnya dalam bidang 

penanganan dinamika sosial dalam pengajuan sertipikat tanah komunal 

terhadap Masyarakat Aceh berlatar belakang GAM. Kajian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemenuhan 

hak-hak masyarakat dalam hal kepemilikan lahan dan peningkatan 

kesejahteraan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pensertipikatan 

tanah komunal hasil redistribusi tanah sebagai solusi pemenuhan hak atas tanah 

bagi bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Aceh Besar, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penerima objek redistribusi tanah komunal adalah mantan anggota GAM yang 

telah diverifikasi oleh lembaga terkait Badan Reintegrasi Aceh (BRA), aparat 

gampong, dan dinas pertanahan setempat. Selain mantan anggota, dalam 

beberapa kasus juga disertakan keluarga korban konflik dan masyarakat yang 

terdampak konflik sebagai bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi. 

Penerima tersebut harus memenuhi syarat administratif dan memiliki bukti 

bahwa mereka adalah bagian dari kelompok sasaran penerima tanah sesuai 

dengan ketentuan pemerintah pusat dan daerah. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengajuan Sertipikat Komunal 

Proses pengajuan sertipikat komunal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain: 

• Aspek Legal dan Regulasi: Ketidakjelasan hukum mengenai tanah 

komunal di tingkat nasional maupun implementasi di daerah menghambat 

proses. 

• Kapabilitas Administratif: Rendahnya pemahaman mantan anggota 

tentang prosedur hukum dan administrasi pertanahan. 

• Peran Pemerintah Daerah: Kurangnya koordinasi dan pendampingan 

teknis dari instansi terkait. 

• Tingkat Kepercayaan dan Rekonsiliasi Sosial: Adanya residu konflik 

mempengaruhi tingkat partisipasi dan solidaritas dalam proses pengajuan 

kolektif. 

3. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan redistribusi tanah melalui program 

Reforma Agraria, termasuk di dalamnya pensertipikatan tanah komunal untuk 

mendukung reintegrasi mantan anggota GAM. Namun dalam praktiknya, 

implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala birokrasi, 
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Tumpang tindih kewenangan antara instansi pusat dan daerah, serta kurangnya 

sosialisasi dan pendampingan teknis. Meski demikian, terdapat upaya seperti 

program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kolaborasi dengan BRA, serta 

pelibatan lembaga adat dan gampong sebagai mitra pelaksana di lapangan. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait: 

• Meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam proses redistribusi tanah dan 

sertipikasi komunal, khususnya Dinas Pertanahan, ATR/BPN, dan BRA. 

• Memberikan pendampingan hukum dan teknis kepada para mantan 

anggota untuk memahami prosedur administratif pensertipikatan tanah. 

2. Bagi Masyarakat Mantan Anggota GAM: 

• Mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok formal seperti koperasi 

atau kelompok tani sebagai dasar hukum untuk pengajuan tanah komunal. 

• Aktif dalam proses sosialisasi, musyawarah gampong, dan penyusunan 

data calon penerima tanah agar dapat mempercepat proses redistribusi. 

3. Bagi Akademisi dan Peneliti: 

• Mendorong riset-riset lanjut tentang keberlanjutan kepemilikan tanah 

komunal serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial 

pascakonflik di Aceh. 

• Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mendukung 

transformasi dari kepemilikan kolektif menuju tata kelola lahan yang 

produktif dan berkelanjutan 
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